BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN Y ANG
DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN

~ Menimbang

k‘bahwa dalam rangka mengakseleras1 S
‘ pekerjaan yang “belum ‘sélesai  sampai dengan akh1r

- tahun. anggaran ~maka perlu adanya aturan dalam
: A_[pelaksanaan sisa pekerjaan

ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERIKU’I‘NYA HC

DENGAN RAHMAT T UHAN YANG MAHA ESA

BUPA’I‘I BENGKALIS

. ;bahwa dengan mempertlmbangkan berbaga1 kondlst i
.sampai dengan -akhir tahun anggaran masih terdapat’"-* R
B peker_]aan yang mempunyeu -asas ‘manfaat yang tinggi

- dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yam<7 tldak _ |
JORN \dapat d1selesa1kan ' s ‘

‘peny elesaxan o

.-_bahwa untuk : membenkan kepastzan hukumv- j
kemanfaatan kecermatan kepentmgan umum, sesuai .
' ketentuan - dalam Pasal 6 Undang-Undang ‘Nomor 30

- Tahun 2014 tentang Administrasi' Pemerintahan, pejabat

pemerlntahan “mempunyai: hak . untuk mengambﬂ

- lkewenangan dalam:’ mengambll keputusan

d. f‘bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaxmana S
- dimaksud huruf ‘a,. huruf b, “dan huruf cperlu
;menetapkan : Peraturan Bupati - Bengkalis- tentangf -’

Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan
' Yang.  Dibebankan Pada - ‘Dokumen . Pelaksanaan -
St Cod e Perubahan Anggaran Tahun Anggarar Ber1kutn‘,a e e
Mengingat = - : 1. ‘v;Undang—Undang Nomor - 127 Tahun‘ 1956 tentang_,] RN
e o Pembentukan = Daerah ~ Otonomi Kabupaten = dalam

‘Lingkungan - Daerah ' Propinsi Sumatera Tengah

~(Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tah.m 1956

'»,vaomorQS) S U S R e

. Undang- Undang ‘Nomor 1’7’ Téhlin "'42003 | tentang o
~ Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

'Repubhk Indonesm Nomor 4286)

. HUndang Undang Nomor 1. Tahun 2004 tentang i
~ Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik -

" Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan uembaran
Negara Repubhk Indone31a Nomor 4o55)




 Undang Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014
- ,Pemer'ihtahan Daerah -
* Indones1a Tahun 2014 .No

“tentang
(Lembaran * Negara - Republik

mor 244, ‘Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia. Nomor 5587), sebagaimana |
- telah ‘diubah beberapa. kali'terakhir dengan Peraturan

S Undang Undang Nornor 30 I‘ahun 20 14

- ‘Administrasi. Pemermtahan (
- “Indonesia Tahun 2014 Nomo
Negara Repubhk Indonesia Nomor 560 1)

,'};Pernermtah Pengganti’ Undang-Undang Nomor 2 Tahun
. 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 - ;
~ Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran = .

- Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,

S _‘:‘:Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor
}f_5589) N : 4 '

tentang \,
Lembaran Negara Repubhk "
r 292, Tambahan Lembaran

o Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun ‘2005 ‘tentang
B Pengelolaan Keuangan Daerah - (Lembaran -
- Republik Indénesia Tahun 2005 Nomor 140, Ta

'-',Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578);

.v:gPeraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 200
. Sistem Pengendallan Intern ~ Pemerintah’
: _Negara Repubhk Indonesm Tahun 2008 Nomor 127),

.f‘fPeraturan Pres1den Nomor 54 ’I‘ahun 2010 tentang
o il_Pengadaan Barang/Jasa Pemermtah (Lembaran Negara -

Negara
mbahan

8 tentang
(Lembaran

‘ .”<k;'Repubhk ‘Indoneésia - Tahun 2010 :Nomor - 155)

V:fyvsebagalmana “telah d1ubah beberapa kali, -terakhir

~dengan Peraturan ‘Presiden Nomor 70 Tahun 2012
'f{»tentang ‘Perubahan - Kedua ‘atas Peraturan Presiden

" Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Repubhk |

i Indones1a Nomor 5334);

. Peraturan Menteri Dalam Neger1 Nomor 13 ’I‘ahun 2006
~tentang Pedoman Pengelolaan - Keuangan Daerah

sebagalmana telah diubah beberapa kali, terakhir .

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 -
- Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
‘;‘Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang‘

" Pedoman Pengelolaan Keuangan Daexah

| ,lO.’fPeraturan Menterl Keuangan Nomor 194/PMK 05/2014
,‘f?»'l‘tentang - Pelaksanaan Anggaran = Dalam Rangka
g ,;“‘Penyelesalan Pekerjaan‘ Yang T1dak Terselesalkan» i
N Sampal Dengan Akhir Tahun Anggaran
11 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor - 03
. Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

"Daerah (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bengkahs

B -Tahun 2009 Nomor 03)



Menetapkan

s PERATURAN BUPATI BE

MEMUTUSKAN

e "BAB1
: KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupat1 ini yqng dlmaksud dengan

‘ i.yi.;:\:lDaerah adalah Daerah Kabapaten Bengkc hs |

- Pengguna Anggaran yang selanjutnya dlspbut PA adalah S
: ;__lyang diberi kewenangan untuk. ‘melaksanakan tugas -
- pokok dan- fung31 Satuan Kerja Perangkdt Daerah yang'_* B
d1p1mp1nnya ST s e

.».;Kuasa Pengguna Anggaran yang selamutnya disebut

‘ -f":_:KPA adalah = pejabat -yang memperoleh kuasa dari

pengguna . anggaran: untuk. melaksandkan sebagian

._i".~‘_kewenangan dan tanggung]awab pengguna anggara’n -~
pada Pemermtah Daerah -

6 'f’jpe_]abat Pembuat Kom1tmen yang Selan_]utnya disebut

- PA/KPA - untuk ~mengamb1l keputusan dan/atau
. tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas
e f,beban Anggaran Pendapa-an dan Belanja Daerah

Perangkat Daerah yang selamutnya dlsmg,kat DPA-SKPD
: ;:,';adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
~setiap SKPD yang dlgunakan sebagal dasar pelaksana "

- anggaran oleh pengguna anggaran.

T 8‘.’;§';v‘Kontrak adalah perjanjian = tertulis dntara Pejabat’g,‘; Lty
- ".”;;?‘;r.f';Pembuat Kormtmen dengan 'Penyedia Baranc/Jasay AR

= ‘untuk melaksanakan pekPrjaan tertentu.

-9, "Tahun Anggaran adalah’ masa berlaku anggaran yang

-d1h1tung mulai tanggal 1 Januam sampa1 31 Desember. - ‘

L 10;;‘-Daftar hltarn adalah daftar ~yang memuat identitas

penyedla barang dan/atau jasa. dan/atau penerbit

 jaminan yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa

- larangan ikut' serta dalam proses pengadaan barang
dan/atau Jasa dlseluruh SKPD

NGKALIS TENTANG PELAI\SANAAN“ S
SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERAENAAN YANG =~

- DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN e
B -ANGGARAN TAI—IUN ANGGARAN BERIKUTNYA s

. Pemerintah Daerah adalah Bupati -~ dan - Perangkat |

- Daerah sebaga1 unsur penyelenggara ‘Pemerintah
;Daerah E I .

,3.~ ;-;Bupatl adalah Bupat1 Beﬁgkahs SRR P e

- “PPK adalah" pejabat yarg melaksanakan kewenangan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan I\.erja:‘;‘f’ S




~ BABI

(1)

kerjaan

. tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada DPPA
‘Tahun Anggg‘r_anjberikutnya} LOE I e

~ (2) TWuan ditetapkannya Perattran Bupati ini, adalah:

a;\jvdélam rangka péhyeﬁlve‘s"aianvl pekerjaan .pada Tahun'

- Anggaran berkenaan untuk dilaksanakan pada Tahun
"~ Anggaran berikutnya dengan memperhatikan asas
~ manfaat dan dapat berfungsi untuk kepentingan

o umum;

- b untuk  menyelesaikan  suatu - pekerjaan

-'yang

- mempunyai keterkaitan  dengan pekerjaan lainnya
-, pada Tahun Anggaran berikutnya. TR :

BABWm ..

| ~ KETENTUAN;PELAKSANAAN'PE;’KERJV‘AAN Sai

o

. Pasalz

Pekérjkara'n dari suatu kontrak yang sumber daﬁanya telah

_ dialokasikan'dalam DPA/DPPA, harus diselesaikan pada
- Tahun Anggaran berkenaan. .~

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat’ (1) yang

L tidak diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran -

! - berkenaan, dapat dilanjutkan_peke}rjaan\nya‘ pada Tahun
- Anggaran berikutnya. CAENNSEEEE L S .

~ - berikutnya sebagaimana’dimaksud pada ayat (2) tidak - .~

Pekerjaan yang - dill‘anju'tkéri . pada Tahun Anggaran

~termasuk pekerjaan kdritrtakiﬁ tahun jamak (multiyears

. contract). - -

Pekerjaan yang , cvii‘la\njurtyké.ri ke . Tahun Anggar‘a‘nv‘-f: -
~ berikutnya  dibebankan pada_ DPPA Tahun Anggaran

- berikutnya. . S st o
DPPA sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (1) dilakukan
.berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Pasalz .

“Tata céra :pjeﬁyyelebsaian,‘p'ék‘erjaa‘n yang dilanjutkan pada

- Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud
" dalam Pasal 3 diatur scbaggi berikut:

§ ~ penyedia barang dan/atau j'yasa"mgan\ya’mpaikari s‘.urajt:f}_ i
~  permohonan perpanjangan penyelesaian pekerjaan .

S - kepada PA/KPA sebelum kontrak berakhir;

Mak_'sudﬁ“ ditétapkannya- Peraturan Biipéti ini adalah
i sebagai pedoman dalam penyelesaian “sisa pe




b permohonan sebaga;mana
g _‘:PA/ KPA melakukan kajian -
~yang d1tuangkan dalam ber1ta acara
.“f."“apabﬂa berdasarkan ‘hasil .
VPA/KPA permohonan Ppenyediaan barang dan/atau

‘dlmaksud huruf a,
teknis' dan penehtlan _

ka_]lan dan :)enehtlan»

. jasa tidak dapat dlsetqu ‘maka PA/KPA~ dapat

~memutuskan sepihak  ‘sesuai
: peraturan perundang-undangan yang bexlaku

dengan ketentuan

. apabﬂa berdasarkan kajlan ‘teknis dan penehtlan

. PA/KPA, permohonan penyedla barang dan/ atau Jasa )
,:vv’_~_."dapat d1setuju1 maka , :

1 ‘dllakukan addendum i kontrak S
L ‘mencantumkan sumber - dana dari - DPA SKPD
+ Tahun Anggaran ber1kutnya atas 51sa pekerjaan L
. yang akan dlselesalkan i ‘ :

;"penyedla : barang dan/atau Jasa 1 harus‘

menyampalkan surat pernyataan kesanggupan.
- penyelesaian sisa pekerjaan kepada PA/KPA yang .
.. ditandatangani’ .diatas materai .0leh _pi:npin‘an

-penyedia barang dan / atau jasa;

3 PA/ KPA menyampa1kan pemberltahuar kepada
© . Sekretaris Daerah melalui Bagian Kenangan atas
- . pekerjaan  yang ‘akan - dllanjutkan pada Tahun

' Anggaran berlkutnya dilampiri. salinan = surat

. pernyataan - “kesanggupan © penyelesaian - sisa -
pekerjaan sebageumana d1maksnd pada angka 2.
e _ yang telah dllegallsa31 .

. ,PA/KPA memermtahkan kepada penyedxa barang
~dan/atau - jasa untuk menyerahkan jaminan

' pelaksanaan baru dari bank umum dengan masa

berlaku paling sed1k1t selama 64 (enam puluh empat)

et har1 kalender.-

(2) Surat pernyataan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) ”
S S huruf d angka 2 pahng sedikit memuat :

G
‘ k]jpekerjaan

.kesanggupan penyelesalan s1sa pekerjaan e

waktu yang d1perlukan untuk menyelesalkan sisa

bersedia memperpanjang Jammdn pelak'sanaan .

. sebesar 5% dari nilai kontrak;

. bersedia dikenakan = deridaf ketérlémbatan
‘ penyelesalan pekerjaan ' : '

.g’bersed1a menerima_ pembayaran ‘sisa pe<erjaan‘ |
“ setelah DPPA ’I‘ahun Anggaran ber1kutnya d1<ahkan
;dan it :

.?ﬂ'tldak menuntut denda/bunga : apabﬂa terdapat &
‘keterlambatan pembayaran atas' penyelesaian sisa

V'pekerjaan pada tahun anggaran ber1kutnya

untuk SRR




(3) Ketentuan mengenai surat pernyataan sebagaimana pada
. ayat (2) tercantum  dalam Lampiran sebagai bagian yang
. .tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. | T
(4 Klaim " pencairan jaminan /garansi bank " sebagaimana
" 'dimaksud * pada - ayat " (1) huruf “~e  dilaksanakan
~ berdasarkan ketentuan peraturan f'pe'run‘dang-‘undangan ‘
- mengenai ' pedoman - pelaksanaan “penerimaan - dan
©_pengeluaran pada akhir Tahun Anggaran. S

- (8 PA menyajikan pekerjaan yang belum sclesai sebagai

- konstruksi ~dalam - pelaksanaan atau ‘persediaan dan
mengungkapkan sisa pekerjaan yang: belum dibayarkan

dalam catatan atas laporan keuangan SKPD.

. Pényédia Vb_‘a'fa‘ng' :dan/ étéu‘ : ja{sa‘ ;yang‘f rﬁélanjutkan sisa -
pekerjaan "pada: Tahun - Anggaran berikutnya  sebagaimana

- diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan denda =

- keterlambatan  sesuai ~.dengan. ,
- perundang-undangan yang berlaku.

" * " “Pasal 7 e :

() Jan'gka -W'aktl;iﬂ -fpé_hj;elé_ééian ‘sisaﬁipel.{érjéan ,p"a'da' Tahun

Anggargﬁ:‘:be’rikut‘nyé,"g;p'alirflg lama 50 ‘(lima puluh) ‘hari

. kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir. P

" (2) Apabila - sampai ‘dengan ' batas waktu - sebagavi‘manai
- dimaksud - pada ~ayat (1) pekerjaan . tidak  dapat

< ketentuan. .operaturan

 disclesaikan, PA/KPA melaksanakan hal-hal sebagai

berikut: - - .

| & PA/KPA dapatinemutiskan kontrak secars sepihals

b. .Pényédia barangf.rdéh/atéu‘f Jasa fdikcnakahi‘deﬁda -
o maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan; ‘
o ;c.j,yJamin}an‘pélaksanaan dicairkan disetorkan ke kas

d Penuyékdia\baré:n’}gf‘dia”n'/ atau“jéé‘rafdimasukan‘ kedalam

- daftar hitam (black -list) sesuai- dengan ketentuan
. peraturan perundang‘-urid‘angaﬁ yang berlaku. .

© . Pasals

PA/'KPA‘4bérktar'1ggungj’awab' secara férrhﬂqilf fnaupgnl materil
atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam.
~ Peraturan Bupatiini. . o ‘




" BaB e g
KETENTUAN PENUTUP' o

Pasal9

 Peraturan - BUPatl _i; ‘xfnulai berlaku
’d1undangkan AT o

L Agar setlap | ofa‘ng' | mengetahulnya » memermtaqkan
7’-“pengundangan Peraturan Bupati ini dengan ) penempatannyav
o dalam Ber1ta Daerah Kabupaten Bengkahs

Ditetapkan di Bengkalis =
pada tanggal 29 Desembar 2014

o ‘BUPATI LIS,

RN R H. HERLIYAN SALEH
-Diundangkan di Bengkalis - R
'pada tanggal 29 Dnenber 2014

VSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

HA UD IN

o BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 63

pada fanggal Sk




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS
- NOMOR ' TAHUN 2014 i
'TENTANG PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN

ANGGARAN BERKENAAN

~ YANG- DIBEBANKAN . PADA “DOKUMEN. * PELAKSANAAN

: Nama :
Jabatan

: Menyatakan dengan sesungguhnya saya },:j; :

|  PERUBAHAN
| ANGGARAN ’I‘AHUN ANGGARAN BERIKUTNYA Senipta e ons DT T

KORP PERUSAHAAN

'SURAT PERNY ATAAN
~ NOMOR
;;TANGGAL

Saya yang bertanda tangan d1bawah 1n1

Alamat

; NPWP : e Lo
~Pelaksana Paket. Pekerjaan ;:f
~ NilaiKentrak ~ ~.~ . Rp
‘ leal Slsa Pekerjaan Sl :«:’Rp ’

a.

_Sanggup menyelesalkan sisa pekerjaan vano rnenjadl tan
sebagai pelaksana . paket _pekerjaan
‘hasil pekerjaan yang telah dlperlksa oleh konsultan pengawas d1setu3u1 oleh‘

e (ddmnhunm“ k
Rp..oi (dalam huruf)::,

ggung]awab saya
seeetee g o SESUALT laporan pemeriksa

PPK dan diketahui oleh PA/ KPA; -

.~,Sanggup menyeleseukan sisa pekerjaan pahng lambat 50 (hma puluh) har1
- sejak batas akhir kontrak yaltu sampa1 dengan.................. tahun

. Bersedia - memperpanjang jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai

.
bl

- kontrak selarna 64 (enam puluh empat) har1 sejak berakhlrnya rnasa'
= -'pelaksanaan :

. Bersedia dlkenakan denda keterlambatan penyelesalan peker1aan yaitu
“sebesar 1/1000 'darl nilai kontrak terhitung sejak  batas akhir kontrak
~-sampai - dengan dllaksanakannya proses serah ter1ma pertama hasﬂ
" pekerjaan; : ‘ ; R o
. Bersedia" menerlma pembayaran sisa pekerjaan setelah Dokumen‘ ‘
‘ Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran

T

tidak menuntut denda/ bunga apabila terdaoat keterlambatan pembayarank

- atas penyelesalan 31sa pekerjaan pada tahun anggaran ber1kutnya

Dermklan surat pernyataan ini d1buat dengan penul* kesadaran dan

' tanggung]awab untuk d1pergunakan sebagalmana mestlnya

‘,Meng’ctahui,}-;ﬂ e :i'k_;;“‘VP‘enyedriia;Bérahg/JéééPT/CV
MATERAI L
~Rp.6.000 -
(Nama Jelas) - (Nama Jelas)

Pangkat =~ - o ~ Jabatan
NIP T T A L




